BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4877);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2933];

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor
04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor
04);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor
13 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Tahun 2020 Nomor 15);

Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 38 Tahun
2020 tentang  Penjabaran  Perubahan = Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

rah Kabupaten Maluku B
2020 Nomor 38). T e T

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1)  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) berupa Laporan Keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca,

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

@™o A0 TR

2] Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja. -

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 869.800.027.150,81

b: Belanja + Transfer Rp. 033.248.305.552,51
Surplus/(Defisit) Rp. (63.448.278.401,70)

ll ™ an Rp. 90.531.025.941,76
- Peneramaaran Rp. 6.100.000.000,00
;émi?;lf;ai Neto Rp. 84.431.025.941,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 20.982.747.540,
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Pasal 3

Uralan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai
berikut :

1. Selisih Realisasi dengan Anggaran Pendapatan sejumlah
Rp.(132.681.464.774,79) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 869.800.027.150,81
b. Anggaran Pendapatan setelah Rp. 1.002.481.491.925,60
perubahan
Selisih Lebih /(Kurang) Rp. (132.681.464.774,79)

2. Selisih Realisasi dengan Anggaran Belanja sejumlah
Rp.(154.094.559.668,75) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 933.248.305.552,51
b. Anggaran Belanja setelah perubahan  Rp. 1.087.342.865.221,26
Selisih Lebih /(Kurang) Rp. (154.094.559.668,75)

3. Selisih  Realisasi dengan Anggaran Surplus /Defisit sejumlah
Rp.21.413.094.893,96 dengan rincian sebagai berikut :

‘a. Realisasi _ Rp. (63.448.278.401,70)
b. Defisit setelah perubahan Rp. (84.861.373.295,66)
- Selisih Lebih /(Kurang) Rp. 21.413.094.893,96

A
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1. Selisih Realisasi dengan Anggaran Penerimaan Pembiayaan sejumlah

_l_l.l'_

Rp. fi‘.‘ffu 347.353,90) dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 90.531.025.941,76
_ : 90.961.373. 29 5,66
f~ __blh/ (Kurang) Rp. (4303473"53,90}

elisih R T...“tihaf, s1 dengan Anggaran Pengeluaran Pembla}" ﬂw '” al
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b. Lampiran II

C. Lampiran Il

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. lLampiran VII
h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX

J. Lampiran X

kK. Lampiran XI

I. Lampiran XII
m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
g. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX
t. Lampiran XX
Bupati menetapkan
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD sebagai

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

Bergulir;

. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Daftar  Rekapitulasi Realisasi Penambahan  dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

. Daftar Dana Cadangan Daerah;

Pasal 11

. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
. Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;

- Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

. Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya (DPAL);

. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

rincian lebih lanjut dan
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Pasal 12

Peraturan Daerah inj mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar spt';iap orang mengetahuinya, memerintah
Daerah ini dengan

Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 5 Juli 2021

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 5 Juli 2020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI
MALUKU : (7/26/2021)

Salinan seguai dengan \aslinya

Plt. KE N HUKU
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